




Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah 

Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, berdasarkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang 

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, yang 

diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.30 ( WITA ). 

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah

Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29

September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan

diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Muna

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara
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perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Tahun 2024. 

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

(PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya

dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024

oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ;

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 1362

Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024,

tanggal 22 September 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal

4 Desember 2024 pukul 00.30 ( WITA)

c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam

tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK 3/2024 menyatakan sebagai

berikut

( 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubemur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
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c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan

calon.

(2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak

Terkait.

(3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) huruf d adalah:

a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat

akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat

akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati;

c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat

akreditasi dari KPU Kota/ KIP Kota untuk pemilihan W alikota dan

Wakil Walikota.

(4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, mas1ng­

masing dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon.

(5) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota

atau KIP Kabupaten/Kota.

(6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil

Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh

sertifikat akreditasi dari KPU / KIP Provinsi Aceh a tau KPU / KIP

Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap

Permohonan.
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2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868

Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna Nomor 871 Tahun 2024 tentang Penetapan nomor urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024,

tanggal 23 September 2024. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2024, dengan Nomor

Urut 2;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d

UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat

mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil

Walikota:

Perbedaan Perolehan Suara 

Berdasarkan Penetapan 

No Jumlah Penduduk Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan oleh KPU / KIP 

Kabupaten/Kota 

1. :s; 250.000 2% 

2. > 250.000 - 500.000 1,5% 

3. > 500.000 - 1.000.000 1% 

4. > 1.000.000 0,5% 

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna

dengan jumlah penduduk :s; 250.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut,

maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan
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calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 5,29 % dari 

total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan 

oleh KPU Kabupaten Muna 

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muna adalah sebesar 118.086 suara,

sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU

10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak adalah paling banyak 5,29 % x 118.086 suara (total suara sah)

= 6.253 suara ;

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara

antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu

Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 6.253 suara;

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon

Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran­

pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa keterlibatan

Pejabat-Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. Mengarahkan semua Aparatur

Sipil Negara yang penuh dengan perintah dan tekanan. Untuk memilih

Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. Selain itu berkuasanya

politik uang/ money politik yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor

urut 1 Bachrun-Asrafil. Sehingga Akibat dari cara-cara tersebut dalam

Pemilukada yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Kabupaten

Muna merupakan Pemilu Kada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan

tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Terstruktur.

Sistematis, dan Masif ;

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah

menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU

10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, 

Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan 

Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, 

Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 

2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 

April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 

bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil 

pemilihan gubemur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 

158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok 

permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat 

formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 

10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok 

permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP­

XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 

46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 

Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan 

Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, 

Putusan Mahkamah Nomor 97 /PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 

2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 

Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 

bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi 

Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 

terhadap permohonan a quo ; 

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon

memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan

keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan

Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal

22 September 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok
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permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna 

Tahun 2024. 

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna

berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024

tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, nomor urut 2

sebaiamana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Kabupaten Muna Nomor 871 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun

2024; ( P- 2)

2. Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muna Nomor 1362 Tahun 2024 tentang Penetapan

Rekapitulasi hasil Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tertanggal

4 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. ( Bukti P - 3, dan Bukti P - 4 ) ;

3. Bahwa profil Pasangan Calon nomor urut 1 Bachrun - Asrafil yang

ditetapkan sebagai pemenang/memperoleh suara terbanyak oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Muna, sebagai berikut:

3.1. Bapak Drs. H. Bachrun, M .Si (Calon Bupati) yang saat ini menjabat

sebagai Pelaksana Tugus (Plt) Bupati Muna. Selama menjadi 

Pelaksana Tugus (Plt) Bupati Muna telah memanfaatkan posisi 

jabatannya, yang mengarahkan semua Kepala Dinas, semua Camat, 

semua Lurah, semua Kepala Puskesmas, semua Kepala Sekolah, dan 
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perangkatnya/jabatan secara berjenjang Aparatur Sipil Negara 

dilingkungan Pemda Muna, bahkan para Kepala Desa untuk 

kepentingan dan kampanye pribadi sebagai Calon Bupati Muna; 

3.2. Bapak La Ode Asrafil, S.H., M.H., (Calon Wakil Bupati), sebagai 

Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Agraria Republik 

Indonesia, yang menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan 

Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ; 

4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari

suatu proses Pemilihan yang bertentangan asas Pemilu yang Lungsung,

Umum, bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber-Jurdil). Oleh karena itu,

suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon

bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang

genuine/murni, ikhlas tetapi karena keterlibatan Pejabat-Pejabat Eselon

II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Muna. Mengarahkan semua Aparatur Sipil Negara yang penuh dengan

perintah dan tekanan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Muna bahkan

semua Kepala Dinas memerintahkan dengan ancaman dan tekanan

untuk memilih Pasangan calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. Selain itu

berkuasanya politik uang/ money politik yang dilakukan oleh Pasangan

calon nomor urut 1 Bachrun-Asrafil. Sehingga Akibat dari cara-cara

tersebut dalam Pemilukada yang terselenggara tanggal 27 November 2024

di Kabupaten Muna merupakan Pemilu Kada dipenuhi begitu banyak

pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai

Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan tanggal 27

November 2024, dihasilkan dari proses pelanggaran dan tindak

kecurangan yang Terstruktur, Sistematis. dan Masif merupakan

penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan tidak berdasarkan
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